
KOMISI PEMIUI.IAN UMUM
IGBUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOi[tSI PEMILIHAT{ I,.[MUM KABUPATEN BIMA
NOMOR: 7.J TAHT.JN 2O2s

TEI'TTANG
PENETAPAN DAN PENUNJUION BENDATIARA PENGELUARAN

BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2O25

SEKRE-TARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang a.

b

bahwa untuk kelancaran pengelolaan Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Bima scsuai
ketentuan Pasd l5 ayat (l) Pcreturan Menteri
Kcuaagan Norror 2|OIPMK.6/2O22 tentang Tata
Cara Fembayaran dalam Rangka pelaksanaan
Anggaran Peadapatan dan Bclanja Negara, Mal<a
dipandang perlu untuk mcngangkat bendahara
pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima;
bahwa Bcrdaserkan Fertimbangan Sebagaimana
rlirnaksud tlqlarr itur.trif a, Ferlu Menetapkan
Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Feagura
AtSgaran Komisi Pemilihan Umum lGbupaten
Bima tentang Penetapn darr penunjukan
Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2023;
Undang-undsng Nomor 17 Tahun 2OO3 tentant
Fg*e"" Negara (kmbaran Negara Republik
Tahun 2OO3, Nomor : 47 Tambahan Lem-baran
Negara RI Nomor 4286);
Undang-undang Nomor I Tahun 2@4 tentang
Perberdaharaan Negara (Lenbaran N.Srr"
Rcpublik Indonesia Tahun 20O4 Nomor S dan
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang - undang nomor 15 tahun 2OO4 tentang
peoeriksaan pengelolaan dan tanggung jarab
Ieyang?n Negara (Lnbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Notnor 66, Tambahan
Irrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 440O|;
gnd:$ - undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang
Pemilihan Umum (Icmbaran NeAara Republik
lndonesia Tahun 2OI7 Nomor 182, tambehan
Iraberan Ncgara Republik tndonesia Nomor 6109);
Feraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan Keuangan dan Kinerja Instens-i
Femerintah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan tcmboran
Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4614 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOztentang Fengelolaan Uang Negara/Derah
(Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2OO7
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Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik
Iadonesia Nomor 4738);

7. Feraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
te[tang Perubahan atas Peratu.an Pemerintah
tahun 2014 tentang penplolaan Barang Milik
Negara/Daerah 9 Lcmbaran Negara Republik
Iodonesia Tahun 2O2O Nomor 142, taobahan
Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemeriotah Nomor 5O Tahun 2O18
tentang Perubahan atas Peraturan Femerintah
Nomor 45 Tahun 2013 t€ntang Tata Cara
kl,aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ( L,€mbaran Negara Republik Indonceia
Tahun 2Ol8 Nomor 229, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
. Tahun 202O tcntang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kefa Sckretariat Jenderal
Komisi Pernilihan Umum, Sekletariat Komisi
Pemilihan Umua Provinsi, dan Seknetariat Komiei
Pemilihan Umu& IGbupater/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Ftraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O23
tentang Ferubahan ates Feraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tcal,r,-rr,g
Tugss, Fun$i, Susunen Organisasi, dan Tata lGrja
Seloetariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum,
S€kr"tariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretsrirat Koaisi Femilihan Umum
Ikbupateo/Kota (Berita Ncgara Republik lndonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

11 Peranrran Meateri Keuangan Nomor
. 2f O/PMK.O612022 tefianig Tata Cara Pembayaran

rhlem glgka PelakSanaan Pendapatan
dan Belanja Negara {Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2022 nomor 1333);

12 Feraturan Menteri Nomor
. f8f/PMK.O5l2O22 tr,fa'rg tentang ?ata Cara

Pembayaran aahm nangka Felaksananan Aflggaran
Dalam Rangka Tahapan Femilihan Umum fBerita
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2O22 nomor
123O);

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Femilihan
Umum Nomor : I TAHUN 2U)4 ta,rg{ai 2 Januari
2024 tentang Penunjukan Kuasa Fenguna
engarao/BamrA dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)
Kuasa Pengguna anggaran/Barang Pada Komisi
Pemilihaa Umum Provinsi den l(omisi Peoilihen
Umuo Kabupa.te Kotai

2. Surat Fensesahan Daftar Isiao Felaksanaan
Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023
Noraor : SP DIPA- 076.01"2.65E2 r6120.25 tangal 2
Deacmber 2O24;

Memerhatikan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KET]GA

KET1GA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN
KEFUTUSAN SEKRETARIS KOII{ISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN BIMA TEMANG PENETAPAN DAN
PENI'NJUKAN BENDAHARA PENCELUARAN BACTAN
ANGCARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

Mearetapkan Bendahara Pengeluaran Bagian Aqgaran
O76 Tahun angaran 2025 atas nama Saudari :

l. Nama : Ika Mustikasari
2. Nip : l981O4lO2OlOOl2013
3. Patrgkat : kngatur Tk. t ( llld )
4. Jabatan : Staf Subbagian Ketmgan

Umtst dan Logistik
Pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercanhrm
dalam DIfmUM KESATU dipandang cakap dan
memeouhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkar
sebagai bendahara pengeluaran pada Komisi Pernilihan
Umr.rm Kabuptcn Bima Aagian enggaran O76 Tahua
2025.
Bcndahara Pengeluaran menpuryai tugas menerima,
meoyimpan, membayarkan, p€natauEahaan, dan
raeapertanggungiawabkan uang untuk keperluan
belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor
Komiei Femilihan Umum Kabupa.ten Bi'ne.
Segala biaya yeng timbul sehubungan dergan
diterbitkankannya Keputusan ini dibebankan pada
Deftar Isian Pehkseneen Angaran ( DIPA ) Satusn
Ke{a Komiei Femilihan Umum l(abupatcn Bima pada
Bagian Anggaran 076 Tahun 2O25.
Kcputusarl iai mulai bcrlaku sejak tan@l di tctapkan
dengaa keterrtuan apa.bil,a dikclaudian hari terdapt
kckcliruan al€n diadakan pcrtaitan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Bima
:21 Apnl2U25

PEMILIHAN UMUM
BIMA,

Tembusan :

1- Ketua Badan Peoeriksa Kcrrangan di Jakarta;
2, Kepala Kantor Wilayah XI Direktcat Jcadcral Pertcndaluraan di Jakartq
3. Kepala Kant6 Felayaan Pcrbcnrlnhan:aon Ncgara di Raba-Binq
4. Sel(rctaris Jendcrd I(PU cq. Kepal,a Biro Kcu.ng"- di Jaksrta;
5. Yarg bersangkutan uatuk dikctahui dan dipcrgunakan eepcrhlnya.


